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Abstrak 

Proses penyelidikan tindak pidana di Polres Purworejo dimulai dari laporan korban atau saksi. Setelah 
laporan diterima oleh anggota unit idikti 1 (RES UM), laporan tersebut dianalisis untuk memastikan 
kebenaran kejadian. Misalnya, dalam kasus perampasan truk oleh pelaku begal, tempat kejadian 
perkara (TKP) dicek untuk memverifikasi peristiwa tersebut. Setelah dipastikan adanya tindak pidana, 
penyelidik mengumpulkan barang bukti di TKP, dengan bantuan Ur. Identifikasi Polres Purworejo, dan 
menanyakan saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah tersangka ditemukan, surat penangkapan 
diterbitkan, dan pelaku dibawa ke Polres Purworejo untuk penyidikan lebih lanjut. Penahanan 
dilakukan untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti. Sebelum penyelidikan, standar 
operasional prosedur (SOP) harus diikuti, termasuk wewenang penyelidikan oleh anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, pelaksanaan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyelidikan, 
dan kegiatan pemeriksaan di TKP. Hasil penyelidikan dianalisis dan dituangkan dalam laporan hasil 
penyelidikan. Jika ditemukan unsur tindak pidana, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. 
Selama penyidikan, penyidik memintai keterangan pelaku untuk menemukan motif tindak pidana dan 
barang bukti yang disembunyikan, dengan pelaku didampingi oleh kuasa hukum. Setelah pemeriksaan, 
penyidik bersama Ur. Identifikasi melakukan olah TKP dan penggeledahan rumah pelaku untuk mencari 
barang bukti, yang kemudian disita untuk kepentingan penyidikan. Proses penyidikan memakan waktu 
antara 30 hingga 60 hari tergantung kompleksitas kasus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, 
seperti pembegalan truk, adalah kejahatan yang mengancam harta benda dan keselamatan korban. 
Penegakan hukum oleh Polres Purworejo bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 
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PENDAHULUAN 
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengatur setiap tingkah laku warga negara Indonesia 
agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Salah satu ciri utama 
negara hukum adalah adanya supremasi hukum, di mana hukum dijadikan patokan atau aturan 
dalam segala bidang. Supremasi hukum ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan 
secara adil dan tidak bisa digunakan dengan semena-mena; hukum hanya bisa dijatuhkan 
kepada yang benar-benar bersalah. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu alat yang 
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (UU POLRI) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berperan 
langsung dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang. Pasal 14 UU 
POLRI menjelaskan bahwa tugas dan wewenang kepolisian meliputi penyelidikan dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang- undangan lainnya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
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penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses penyelidikan ini penting untuk 
memastikan bahwa setiap tindak pidana dapat ditangani dengan tepat dan sesuai prosedur 
hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif dan efisien oleh kepolisian menjadi dasar 
penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Dalam menjalankan 
tugasnya, kepolisian harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil, tidak 
memihak, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Melihat berbagai tugas, wewenang, dan fungsi seorang penyidik dalam mengungkap, 
mencari, dan menemukan bukti dalam tindak pidana yang telah terjadi, diharapkan dapat 
diperoleh kepastian hukum dari penyidik dalam menentukan bentuk tindak pidana dari suatu 
kejahatan. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penentuan tindak pidana adalah memenuhi 
unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. 
Kepastian hukum ini penting agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil dan 
konsisten, tanpa adanya penafsiran yang merugikan pihak tertentu. Tindak pidana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang sebagai subyek hukum dan terkodifikasi dalam KUHP. Contohnya meliputi tindak 
pidana pencurian, pembunuhan, perampasan, penipuan, dan lain sebagainya. Sementara itu, 
tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang memiliki aturan atau undang-undang sendiri 
yang tidak tercantum dalam KUHP, seperti undang-undang narkotika, undang- undang 
terorisme, dan undang-undang tindak pidana korupsi. Salah satu jenis tindak pidana yang 
marak terjadi di wilayah Polres Purworejo adalah tindak pidana perampasan. Tindak pidana 
perampasan merupakan upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan 
yang diperoleh secara melawan hukum. Kasus-kasus perampasan ini seringkali melibatkan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga penanganannya membutuhkan ketelitian dan 
kecermatan dari penyidik untuk memastikan bahwa semua bukti dan unsur pidana telah 
terpenuhi sebelum pelaku diajukan ke proses hukum selanjutnya. Dalam menghadapi 
maraknya tindak pidana perampasan, peran penyidik menjadi sangat vital. Penyidik harus 
mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, dan sesuai 
prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat 
memberikan rasa keadilan bagi korban, menjerat pelaku sesuai dengan ketentuan hukum, dan 
mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penegakan hukum, proses penyelidikan tindak pidana merupakan langkah awal 
yang sangat penting. Proses ini diawali dengan laporan dari korban atau saksi yang melaporkan 
suatu peristiwa pidana. Di Polres Purworejo, laporan tersebut diterima oleh anggota unit idikti 
1 (RES UM). Setelah laporan diterima, dilakukan analisis awal untuk memverifikasi kebenaran 
peristiwa yang dilaporkan. Misalnya, dalam kasus perampasan truk oleh pelaku begal, langkah 
pertama yang dilakukan adalah pengecekan tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini bertujuan 
untuk memastikan bahwa peristiwa perampasan benar-benar terjadi. Setelah diverifikasi 
bahwa tindak pidana memang terjadi, penyelidik dari unit idikti 1 (RES UM) bersama Ur. 
Identifikasi Polres Purworejo mulai mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP. Setelah 
barang bukti ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan keterangan dari saksi-
saksi yang ada di TKP. Penyelidik mencari sebanyak mungkin saksi untuk mendapatkan 
informasi yang lengkap tentang pelaku tindak pidana. Dengan informasi yang cukup, penyelidik 
dapat mengidentifikasi tersangka dan menerbitkan surat penangkapan. Dalam proses 
pencarian tersangka, penyelidik memiliki wewenang untuk menghentikan orang yang 
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dicurigai, serta memeriksa dan menanyakan tanda pengenal diri mereka. Jika terduga pelaku 
ditemukan, penyelidik melakukan penangkapan dan membawa pelaku ke Polres Purworejo. Di 
sana, pelaku dihadapkan kepada penyidik untuk memulai proses penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan. Penahanan terhadap pelaku dilakukan untuk mencegah pelarian atau penghilangan 
barang bukti selama penyidikan berlangsung. 

Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik harus mengikuti standar operasional 
prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP ini meliputi beberapa hal penting: Penyelidikan 
hanya boleh dilakukan oleh pejabat atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
berwenang. Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah 
penyelidikan. Ini menjadi dasar pengumpulan data selama penyelidikan. Dalam penyelidikan, 
penyelidik melakukan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan, meminta keterangan, 
mengumpulkan data atau dokumen, dan pengolahan TKP. Hasil penyelidikan kemudian 
dibahas dalam gelar perkara untuk menentukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Hasil 
dari gelar perkara ini dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan yang dianalisis dan 
dipelajari lebih lanjut. Jika ditemukan unsur tindak pidana yang dipersangkakan, maka kasus 
tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan. Proses penyelidikan yang terstruktur dan sesuai 
dengan SOP sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara 
efektif dan adil. Setiap langkah yang diambil oleh penyelidik harus didasarkan pada prosedur 
yang telah ditetapkan, untuk menjaga keabsahan bukti dan keterangan yang diperoleh, serta 
menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, proses penyelidikan tindak 
pidana di Polres Purworejo, terutama dalam kasus perampasan, dapat memberikan kepastian 
hukum dan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. 

Proses penyidikan tindak pidana di Polres Purworejo dimulai setelah bukti awal dalam 
proses penyelidikan terpenuhi. Setelah bukti awal diperoleh, pelaku segera diserahkan kepada 
penyidik untuk memulai penyidikan yang lebih mendalam. Penyidikan ini dimulai dengan 
meminta keterangan dari pelaku untuk mengetahui motif tindak pidana yang dilakukan dan 
lokasi penyembunyian barang bukti. Dalam proses pemeriksaan, penyidik bertugas untuk 
menggali informasi dari pelaku dengan tujuan menemukan motif tindak pidana serta 
memastikan lokasi barang bukti yang disembunyikan. Selama menjalani proses penyidikan, 
pelaku didampingi oleh kuasa hukum, yang dapat dipilih sendiri oleh pelaku atau disediakan 
oleh kepolisian. Pendampingan kuasa hukum ini bertujuan untuk mengawasi pemenuhan hak-
hak pelaku dan memastikan bahwa prosedur pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. Setelah pemeriksaan awal dan didapatkan keterangan dari pelaku, 
penyidik dari unit idikti 1 (RES UM) bersama Ur. Identifikasi Polres Purworejo melakukan olah 
tempat kejadian perkara (TKP) dan penggeledahan di rumah pelaku. Penggeledahan ini 
bertujuan untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku dalam aksi tindak pidana serta 
barang bukti hasil tindak pidana perampasan. Barang bukti yang ditemukan selama 
penggeledahan akan disita untuk mencegah hilangnya barang bukti, sehingga tidak ada kendala 
saat proses penyidikan berlangsung. Setelah proses penyitaan barang bukti, penyidik 
melanjutkan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara yang akan diserahkan kepada jaksa 
penuntut umum. Jangka waktu dalam proses penyidikan ini berkisar antara 30 hari hingga 60 
hari, tergantung pada tingkat kesulitan perkara yang dihadapi. Tindak pidana pencurian yang 
disertai kekerasan, seperti perampasan truk, merupakan kejahatan yang tidak hanya 
merampas harta benda namun juga mengancam keselamatan hidup seseorang. Pelaku tindak 
pidana ini sering kali melakukan segala bentuk kekerasan demi merampas harta benda korban. 
Dalam menghadapi kejahatan ini, Polres Purworejo mengedepankan dua upaya penegakan 
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya 
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preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara meningkatkan 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi hukum 
kepada masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan 
yang aman. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan tindakan tegas terhadap pelaku 
tindak pidana melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum yang adil. Polres 
Purworejo berkomitmen untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Melalui upaya preventif dan represif, diharapkan penegakan hukum dapat 
berjalan dengan efektif, memberikan rasa keadilan, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh 
masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Purworejo. Faktor-faktor 
ini mencakup aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, dan pelaksanaan hukuman. 
Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah 
sesuatu yang terjadi secara spontan. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di 
seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang 
harus dipatuhi untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, 
dalam proses pelaksanaannya, beragam permasalahan terjadi sehingga hukum tidak bisa 
begitu saja ditegakkan. Menurut Iptu Khusen Martono S.H., M.H., dalam kasus pencurian dengan 
kekerasan atau "Begal" truk, para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Pasal ini menekankan 
pada pembuktian bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. 
Bentuk kekerasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP. Namun, seringkali terjadi 
perbedaan mencolok antara tuntutan jaksa dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini 
menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum yang adil dan konsisten. Penegak 
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, adalah kunci 
keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum tidak hanya bertugas menerapkan 
hukum tetapi juga berperan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat. Namun, 
penegak hukum sering kali memiliki beberapa kedudukan dan peranan yang dapat 
menimbulkan konflik. Bila terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan 
peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role- distance). 
Mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum sangat diutamakan dalam menjalankan peran 
mereka. Penegak hukum yang tidak memiliki integritas atau yang menyimpang dari nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum. 

Hal ini sering kali terlihat dalam kasus-kasus di mana penegak hukum bertindak tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pelaku kejahatan 
mendapatkan hukuman yang terlalu ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum. Pelaksanaan 
hukuman juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Dalam kasus pencurian 
dengan kekerasan, pelaksanaan hukuman harus dilakukan dengan tegas dan adil untuk 
memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Namun, 
dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan 
beratnya tindak pidana yang dilakukan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 
intervensi pihak luar, korupsi, atau kekurangan bukti yang kuat. Penegakan hukum dalam 
kasus pencurian dengan kekerasan di Polres Purworejo dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
termasuk aspek hukum itu sendiri, kualitas penegak hukum, dan pelaksanaan hukuman. Untuk 
mencapai penegakan hukum yang efektif dan adil, perlu adanya upaya peningkatan integritas 
dan profesionalisme penegak hukum serta kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan 
pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang 
mampu memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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Penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan seringkali menghadapi 
berbagai tantangan dan kendala yang menghambat proses mencapai keadilan yang 
sesungguhnya. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan 
penegakan hukum dalam kasus ini. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, seharusnya 
menjalankan tugas mereka berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, terkadang penegak 
hukum menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus pencurian 
dengan kekerasan, pelaku kejahatan yang sudah menjadi residivis (pelaku berulang) bisa 
mendapatkan hukuman yang terlalu ringan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, 
termasuk korupsi, tekanan dari pihak tertentu, atau kurangnya integritas penegak hukum itu 
sendiri. Menurut Iptu Khusen Martono S.H., M.H., ada beberapa kendala yang membuat 
beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan. 

Kendala tersebut antara lain: Alat bukti yang tidak mencukupi merupakan salah satu kendala 
utama dalam penegakan hukum. Alat bukti dalam KUHAP mencakup keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah, yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. Maka, menjadi tugas kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan 
alat-alat bukti yang sah tersebut. Dalam beberapa kasus, tersangka tidak diketahui 
keberadaannya sehingga proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Upaya pencarian dan 
penangkapan tersangka memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk 
masyarakat. Ada kalanya, meskipun sudah ada laporan dan penyidikan dilakukan, perkara 
tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya bukti 
yang kuat atau kesulitan dalam mengaitkan tersangka dengan tindak pidana yang terjadi. 
Menurut pendapat peneliti, kendala-kendala di atas merupakan faktor penghambat utama yang 
dialami oleh kepolisian dalam memutuskan kasus pencurian dengan kekerasan atau begal truk. 
Kurangnya alat bukti yang kuat sering kali menjadi penghalang utama dalam proses penegakan 
hukum. Dalam sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP, diperlukan minimal dua alat 
bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepolisian memiliki tugas 
penting untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk mendukung kasus 
tersebut. Penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan memerlukan kerja keras 
dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat. Penyimpangan oleh penegak hukum, kendala 
sarana dan fasilitas, serta kurangnya alat bukti merupakan tantangan besar yang harus diatasi 
untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peningkatan integritas penegak 
hukum, penyediaan fasilitas yang memadai, dan upaya maksimal dalam pengumpulan alat 
bukti sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan 
efektif. 

Penegakan hukum dalam kasus kejahatan pembegalan dan perampokan di Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang 
dihadapi kepolisian dalam upaya memberantas pelaku kejahatan tersebut. Salah satu kendala 
utama yang dihadapi kepolisian adalah kurangnya kesaksian yang jelas dari korban atau saksi 
di sekitar tempat kejadian. Kesaksian yang tidak jelas atau samar menghambat proses 
identifikasi dan penangkapan pelaku kejahatan. Seringkali, korban atau saksi tidak dapat 
memberikan informasi yang cukup tentang pelaku, seperti ciri-ciri fisik atau pakaian yang 
dikenakan, sehingga menyulitkan polisi untuk melakukan pencarian dan penyelidikan lebih 
lanjut. Selain itu, banyak masyarakat yang enggan mengajukan diri sebagai saksi atau 
melaporkan kejadian kejahatan kepada kepolisian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
termasuk rasa takut akan balas dendam dari pelaku, ketidakpercayaan terhadap efektivitas 
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penegakan hukum, dan anggapan bahwa melapor ke polisi hanya akan membuang waktu. 
Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum ini 
memperburuk situasi dan mempersulit upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus- kasus 
kejahatan. Kendala kedua yang sering dihadapi kepolisian adalah sulitnya menemukan 
keberadaan tersangka. Pelaku kejahatan pembegalan dan perampokan seringkali bergerak dari 
satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Kurangnya ciri-ciri yang jelas dari 
saksi atau korban membuat proses pencarian tersangka menjadi lebih rumit. Selain itu, pelaku 
yang sering berpindah-pindah tempat semakin menyulitkan polisi dalam melacak dan 
menangkap mereka. Barang bukti yang hilang atau sudah dipereteli juga menjadi kendala 
signifikan dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan berusaha untuk 
menghilangkan atau merusak barang bukti untuk menghindari penangkapan. Barang bukti 
yang tidak lengkap atau tidak utuh mengakibatkan penyidik kesulitan dalam memastikan 
keterkaitan antara barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Seringkali, 
perkara kejahatan belum dapat dibuktikan oleh penyidik karena kurangnya alat bukti yang 
kuat. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 183 
KUHAP, mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan 
pidana kepada seseorang. Kurangnya alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, dan petunjuk, menghambat proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, dalam 
beberapa kasus, pelaku tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP, 
yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, sehingga perkara tersebut tidak dapat 
dilanjutkan ke proses penuntutan. Penegakan hukum dalam kasus pembegalan dan 
perampokan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kurangnya kesaksian 
yang jelas, sulitnya menemukan tersangka, hilangnya barang bukti, dan kurangnya alat bukti 
yang kuat adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian. Untuk mengatasi 
masalah ini, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara masyarakat dan penegak hukum, 
peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan 
sumber daya kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, diharapkan 
proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga keadilan dapat 
ditegakkan dengan lebih baik. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
penyidikan tindak pidana perampasan di wilayah Purworejo oleh Kepolisian Resort Purworejo 
berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). Proses penyidikan dimulai dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan 
perkara ke Penuntut Umum, dengan tujuan utama untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup 
guna menentukan kepastian hukum dan menetapkan pasal yang relevan. Kedudukan hukum 
sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara sering kali menghadapi 
berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat 
oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah bisa menjadi penghambat jika terdapat 
ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan atau hukum 
tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan interpretasi 
yang berbeda dalam penegakan hukum. Penegak hukum, baik pembentuk maupun penerap 
hukum, memainkan peran kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Namun, 
penyimpangan dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau peraturan perundang-
undangan yang mengatur delik tersebut masih sering terjadi. Akibatnya, terdapat pelaku 
kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Pelaku 
residivis, atau mereka yang berulang kali melakukan tindak pidana, sering kali mendapatkan 
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hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, yang mencerminkan adanya 
kesenjangan dalam penerapan hukum. Kendala dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh 
sarana atau fasilitas yang mendukung proses penyidikan. Beberapa kendala utama yang 
dihadapi antara lain: Sistem pembuktian di Indonesia mensyaratkan adanya minimal dua alat 
bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana. Kurangnya alat bukti, seperti keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, menjadi penghambat utama. Polisi sering kali 
menghadapi kesulitan dalam menemukan tersangka karena kurangnya informasi yang jelas 
dari saksi atau korban, serta pelaku yang sering berpindah-pindah tempat. Perkara yang tidak 
dapat dibuktikan oleh penyidik disebabkan oleh kurangnya alat bukti yang kuat atau pelaku 
tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang relevan di KUHP. Masyarakat juga 
memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam 
memberantas tindak pidana perampasan sering kali disebabkan oleh kurang jelasnya 
kesaksian dari korban atau orang-orang di sekitar tempat kejadian. Banyak masyarakat yang 
enggan memberikan kesaksian atau melaporkan kejadian kejahatan kepada polisi, baik karena 
rasa takut, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau anggapan bahwa melapor ke polisi 
hanya membuang waktu. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ini memperburuk 
upaya penegakan hukum. Penyidikan tindak pidana perampasan di wilayah Purworejo oleh 
Kepolisian Resort Purworejo dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, 
namun menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Faktor- faktor hukum, penegak hukum, 
sarana pendukung, dan partisipasi masyarakat semuanya mempengaruhi efektivitas 
penegakan hukum. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum, 
peningkatan kapasitas dan integritas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran dan 
partisipasi masyarakat dalam membantu proses penegakan hukum. Hanya dengan demikian, 
proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik. 
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